
 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.766, 2016 KEMENAG. Biaya Ibadah Haji. Bank Penerima 

Setoran. Perubahan. 
 

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  

NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN  

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan 

persyaratan Bank Penerima Setoran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu merubah Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank 

Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank 

Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5061); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 168);  

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama 

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 348); 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

534); 
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7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899); 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang 

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 615); 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013 

TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA 

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 

30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 615), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 2 dihapus dan ayat (3) 

Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Menteri menetapkan Bank Penerima Setoran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji.  

(2) Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. berbadan hukum Perseroan Terbatas; 

b. berbentuk bank syariah atau bank umum 

nasional yang memiliki layanan syariah; 

c. memiliki layanan bersifat nasional; 
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d. memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas 

untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji 

Kementerian Agama; 

e. memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan 

lainnya; 

f. menunjukan keterangan menjadi anggota 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat 

kesanggupan melaksanakan program 

penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atas 

dana setoran awal; dan 

g. dihapus. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 

 

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 6A, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6A 

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Haji dilarang memberikan layanan dana talangan haji 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12 A berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 12A 

(1) Dana talangan haji yang telah diberikan oleh Bank 

Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Haji sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, 

harus diselesaikan oleh Bank Penerima Setoran 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan jemaah 

haji. 
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(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung 

sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini. 

(3) Dalam hal masih terdapat dana talangan haji yang 

belum diselesaikan setelah batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nomor porsi 

jemaah haji masih tetap aktif. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 19 Mei 2016 

 

 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Mei 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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